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KATA PENGANTAR 
Kepala Pusat Analisis Keparlemenan 

 
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena 

atas rahmat dan karuniaNya Tim Analis Legislatif pada Pusat 
Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI telah menyelesaikan 
buku dengan judul “Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan: 
Perspektif Politik dan Hukum”. Buku ini merupakan salah satu dari 
sejumlah buku yang telah ditulis oleh Analis Legislatif dan Analis 
Kebijakan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI 
dan menjadi prestasi yang perlu diapresiasi. 

Buku ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data yang 
dilakukan oleh Analis Legislatif dan Analis Kebijakan pada Pusat 
Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2022. 
Buku ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah 
dari tujuan dan kegunaan pengumpulan data yang telah dilakukan. 

Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan: Perspektif Politik 
dan Hukum menjadi penting diangkat sebagai tema pengumpulan 
data karena hasil perkawinan campuran dari warga negara 
Indonesia seringkali menimbulkan permasalahan dari aspek hukum 
dan politik, seperti timbulnya kasus kewarganegaraan ganda dan 
masalah kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. 
Permasalahan lain terkait dengan sinkronisasi antara UU 
Kewarganegaraan dengan UU lain, seperti UU Keimigrasian, 
khususnya terkait izin tinggal menjadi masalah penting bagi warga 
negara asing yang berdomisili di Indonesia. Dari perspektif politik, 
masalah kewarganegaraan ganda (double citizenship) masih menjadi 
isu yang terus diperjuangkan oleh kelompok masyarakat diaspora. 
Isu ini mengambil sudut pandang perkembangan globalisasi dan hak 
asasi manusia. 

Tema ini juga menjadi bertambah penting untuk ditulis dalam 
bentuk buku, mengingat Rancangan Undang-Undang tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia masuk dalam daftar Program 
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Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. 
Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembentuk undang-
undang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. 

Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada 
Tim Analis Legislatif dan Analis Kebijakan atas penulisan buku yang 
penting dan menarik ini. Semoga maksud dan tujuan serta tekad 
yang mulia dari Tim Analis Legislatif dan Analis Kebijakan melalui 
penerbitan buku ini dapat terwujud. Saya berharap semangat Tim 
Penulisan Buku ini dan Analis Legislatif lainnya pada Pusat Analisis 
Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI dapat semakin meningkatkan 
kualitas hasil pengumpulan data demi pembangunan hukum 
nasional di Indonesia. 
 

Jakarta,   Juli 2023 
 

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. 
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